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BUPATI REMBANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

 
NOMOR   30   TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 24 TAHUN 

2009 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
dr. R. SOETRASNO REMBANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  
 

  BUPATI REMBANG, 
 
Menimbang : a.  bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan 

dan akuntabilitas pengelolaan Rumah Sakit Umum 
Daerah dr. R. Soetrasno Rembang; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Rembang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pola Tata 
Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno 
Rembang; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4431) ; 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor   4438 ); 

 
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun  2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009  Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

 
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5234 ); 

 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );  

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4502); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4614); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  

 
16. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang 

Pedoman Organisasi Rumah Sakit Daerah; 

 
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 

tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan 
Layanan Umum; 

 
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 

tentang Pedoman Penerapan Remunerasi;  

 
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 

tentang Cara Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran; 
 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2006 
tentang Persyaratan Administrasi;  
 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 
  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

 
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

340/MENKES/PER/III/2011 tentang Klasifikasi Rumah 
Sakit; 

 
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  

755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan 

Komite Medik di Rumah Sakit; 
 

25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/ MENKES/ 
SK/ VI Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal 

Rumah Sakit (Hospital Bylaws); 
 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 
2001 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2001   
Nomor 1); 

 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Rembang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 81); 
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 ,Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1); 
 

29. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2009 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan 
Akuntansi Rumah sakit Umum Daerah dr, R. Soetrasno 

Rembang sebagai Badan Layanan Umum Daerah ( Berita 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 50); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 24 TAHUN 
2009 TETANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO REMBANG. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang 
Nomor 24 Tahun 2009 tentang  Pola Tata Kelola Rumah 
Sakit Umum Daerah dr.R Soetrasno Rembang (Berita 
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 24), 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
1. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu ) Bab 

yakni BAB IIA dan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 

disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 5A, Pasal 5B, 
Pasal 5C dan Pasal 5D, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
BAB IIA 

 

PEMILIK RUMAH SAKIT 
Bagian Kesatu 

Pemilik 
 

      Pasal 5A 
 

Pemilik RSUD dr R Soetrasno adalah Pemerintah 
Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan oleh 
Bupati. 
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Bagian Kedua 
Wewenang dan Tanggungjawab 

 
Pasal 5B 

 
 

Pemerintah Daerah sebagai pemilik RSUD dr R Soetrasno berwenang : 
a.  memberikan persetujuan tentang visi, misi, Rencana Strategi dan 

rencana manajemen rumah sakit yang diusulkan oleh Direktur; 
b.  memberikan persetujuan tentang kebijakan dan prosedur operasional 

rumah sakit; 
c.  mengangkat dan memberhentikan Direktur; 
d. melakukan evaluasi kinerja direktur; 

e. menetapkan Dewan Pengawas; 
f. memberikan persetujuan pendidikan dan penelitian para profesional 

kesehatan; 
g. mengalokasikan sumber daya untuk mencapai misi rumah sakit 

 
Bagian Ketiga 

Pelimpahan Wewenang 

 
Pasal 5C 

 
(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kelangsungan  hidup 

kelancaran dan perkembangan  rumah sakit. 
 

(2) Pemerintah Daerah ikut bertanggungjawab  atas terjadinya  kerugian  
akibat kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan dan pelayanan  
rumah sakit. 

 
Pasal  5D 

 
(1) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5B, Bupati melimpahkan wewenang kepada Direktur RSUD untuk 

menetapkan kebijakan dan prosedur operasional rumah sakit. 
 

(2) Dalam melaksanakan kewenangannya, Bupati dapat melimpahkan 
kepada Pejabat lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

 

 
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 13 

 
Direktur memiliki kewenangan untuk : 

a. mewakili Rumah Sakit baik didalam maupun diluar pengadilan. 
b. menetapkan Peraturan yang berlaku di RSUD; 

c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Tata Usaha dan 
Kepala Bidang.  

d. membentuk instalasi baru sesuai kebutuhan; 

e. menetapkan Pejabat selain Pejabat yang telah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati ini sesauai kebutuhan RSUD; 

f. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian staf medik dan staf 
nonmedik;. 

g. memutasikan staf teknis di lingkungan RSUD 
h. melaksanankan review visi dan misi secara berkala. 
i. mengumumkan visi dan misi ke publik; 
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Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Rembang. 
 

Ditetapkan di Rembang 
Pada tanggal                      2014 

 
Plt. BUPATI REMBANG 

   WAKIL BUPATI 
 

        ttd 

 
      H. ABDUL HAFIDZ 

 
Diundangkan di Rembang 

pada tanggal 1 Oktober 2014 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG 

 
                               ttd    

 
HAMZAH FATONI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 30 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


